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PENCEGAHAN KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF
PENDIDIKAN TINGGI ILMU
HUKUM

OLEH

DR. MUDZAKKIR, S.H., MH
DOSEN PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PENDAHULUAN

Pokok masalah yang dibahas:

* Bagaimanakah keadaan tindak pidana korupsi di
Indonesia?

» Bagaimana kebijakan dalam pencegahan dan
penegakan hukum tindak pidana korupsi?

* Bagaimanakah peran pendidikan ilmu hukum
dalam pencegahan tindak pidana korupsi?

TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA

« PENGGUNAAN KUHP
* PENGGUNAAN UU KHUSUS TIPIKOR (1971
TIPIKOR 1993 3001)
+ TIPIKOR TERJADI PADA SEMUA LEMBAGA,
PUSATDAERAH,DAN SWASTA.

MENGGUNAKAN LEMBAGA YANG ADA

PENANGANAN :HEH.EN"’UK LEMBAGA BARU (PENYIDIK.
POLISI
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KAUSALITAS TIPIKOR DI INDONESIA

ADMINISTRASI
KEUANGAN NEGARA

KEKUASAAN DAN
WEWENANG:

Datim arti sempic

SEBAB KORUPSI

PENCEGAHAN TIPIKOR

SUMBERTIPIKOR DAR
KEKUASAAN ATAL
WEWENANGAN

- TIPIKOR PASAL 2 DAN
PASAL 3TERKAIT DG
KE IEGARA.

* SISTEM PENGATURAN
PENGGUNAAN KEKUASAAN
DANWYI

« TIPIKOR JUAL-BEL(
JABATAN ATAL

WEWENANG (SUAR

CURANG, GRATIFIKASI).

+ ADMINISTRAS]
PEMERINTAHANYG BAIK

- KEMENTEAIAN PENERTISAN
APARATUR NEGARA

SUMBER TIPIKOR DARI
KEUANGAN NEGARA

TINDAK PIDANA.
KORUPSE

SISTEM HUKUM

SINERGITAS UNSUR-UNSUR PEMBENTUK SISTEM HUKUM




SISTEM HUKUM: xasan nuxum insonesia
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PENDIBIKAN HUKUM SEBAGAI DAYA
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PENCEGAHAN LEBIH BAIK DARIPADA
PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

» Pencegahan korupsi lebih efektif dan efisien dari pada
penindakan (penegakan hukum pid korupsi)

* Penindakan tidak memiliki daya cegah yang efektif
terhadap tindak pidana korupsi yang akan datang, justru

bagai faktor kriminogen tindak pidana korupsi.

* Lembaga penegak hukum umumnya membanggakan
kuantitas tindak pidana korupsi yang berhasil ditangani,
tetapi melupakan bagaimana mencegah terjadinya tindak
pidana korupsi.

PENCEGAHAN TIPIKOR

+ PEMBARUAN HUKUMADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN
NEGARA DAN IKIGAYA CEGAM TIPIKOR.
RASI

*MENGEFEX' SANKS!
TERUTAMA LHKPN 3 SBG BENTUK KONTROL DAN DAYA CEGAH TIPIKOR

. SALAH SATUKE|.

+PENGGUNAAN HUKUM PIDANA SBG ULTIMUM REMEDIUM

« BENTUX SANKS) PIDANA DITUJUKAN PADA MAT JHAN
KERL KEUANGA! BUKAN

“LAMANYA SANKS! PIDANA PENJARA TIDAK MENJAD! PARAMETER KEADILAN DALAM

| - SANKSI PIDANA BERKORELASI DG DENGAN SIFAT DAN MOTIF KEJAHATAN
HUKUM PIDANA

KEBHJAKAN PENEGAKAN HUKUM
MEMBABAT KORUPSI YG BESAR, TAPI MENANAM BIBIT
KORUPS1 Y& KECIL




PEMERANTASAN KORUPSI, GERAKAN ANTI
KORUPSIDAN PENAGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA KORUPSI

A Bl kit onbiinsim i bt 1 g i R A
PEMBERANTASAN it adh = HEACHIISTAS DN CAEBRE 1

GERAKANANT{
KORUPSI

PENEGAKAN
HUKUMTIPIKOR

PEMBERANTASAN KGRUPSI - pencecauan

TIPIKGR PEMDEKATAN HUKUM ADMINISTRASI BAN KPKPR

TIOAK BISA
MEMBUKTIKAN:
SUMBER DANA
INDEPENDEN. o N

BIOUGA
DIPEROLEH DG
CARAYANG
MEEAWAN HLIKLIM

SIMPULAN DAN PENUTUP

+ Pendidikan Tinggi Hukum memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya pencegahan tindak

pidana korupsi yaitu penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang profesi hukum,
Iukum (perundang kan hukum dan hakim.

* Bagan yang penting dalam Pendidikan Tinggi Hukum adalah membangun berpikir ilmu hukum
dengan ontologi, epistemologi dan aksiologi <> Sistem Hukum Nasional Indonesia sehinga
melalul bangunan iimiah ilmu hukum Indonesia akan memiliki fundamen yang kuat untuk
menciptakan Sistem Hukum Indonesia di masa datang, a aspek substansi hukum, aspek
struktur hukum, dan aspek budaya hukum.

» Sebalikriya, Pendidikan Tinggi Hukum memiliki andil dalam menciptakan keadaan yang
berpotensi terjadinya tindak pidana korups! karena menghasilkan sumber daya manusia yang
tidak memenuhi kualitas yang standar untuk memasuki dunia profesi di bidang hukum dan
penegakan hukum.

JAKARTA, 18 JANUARI 2016,
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Menyatakan Bahwa

Prof. Dr. Mudzakir, SH., MH

Sebagai Pembicara

Dengan tema “Pencegahan Korupsi Dalam Berbagai Perspektif ”
Kerjasama Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah dengan
Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) yang diselenggarakan pada tanggal 19 Januar 2016.

Jakarta, 19 Januan 2016

Program Pascasarjana Ilmu Hukum UIA Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM)
Ketua, : Ketua Umum,
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